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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Era globalisasi ini perkembangan teknologi utamanya internet berkembang 

sangat pesat sehingga semakin memudahkan para penggunanya. Salah satu 

perkembangan yang paling jelas terlihat adalah perkembangan ekonomi, 

dimana lahir sebuah ladang bisnis baru dengan memanfaatkan media internet 

yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau singkatnya disebut E-

commerce. E-commerce adalah salah satu transaksi ekonomi yang 

memungkinkan transaksi jual beli tanpa perlu adanya tatap muka antara penjual 

dan pembeli. Media yang digunakan dalam transaksi ini diantaranya : 

Facebook, Whatsapp, dan yang saat ini paling marak digunakan adalah 

Instagram.  

Transaksi jual beli melalui media sosial Instagram ini menjadi alternatif 

yang menarik dan sangat diminati, karena di Instagram sangatlah mudah untuk 

mengakses foto-foto yang telah di upload, karena di dalam aplikasi tersebut 

pelaku usaha dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online hanya 

dengan bermodalkan foto ataupun video. 1 

                                                
1 Ni Made Dewi Intan Lestarini, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2019, Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online 

Di Instagram, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 

01, Edisi Maret 2019, hlm.1, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49028 

diakses pada 8 November 2022 pukul 16:00 WIB. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49028
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (2) “Transaksi Elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Menurut Onno W. Purbo dan 

Aang Arif bahwa e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, 

dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan 

infomasi yang dilakukan secara elektronik.2 

Jadi saat ini, kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih 

mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun selama 24 jam dengan 

menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi 

dengan internet. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada 

dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.3 Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan E- commerce atau online yaitu: 

1. E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak 

pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara up to date dan 

terus-menerus.  

2. E-commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan 

tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik.  

 

                                                
2 Onno W. Purbo Dan Aang Arif Wahyudi, 2011, Mengenal E- Commerce, Jakarta : PT 

AlexMedia Komputindo, hlm. 2. 
3 Imam Sjaputra, 2010, Problematika Hukum Internet Indonesia, Jakarta: Prenhallindo, hlm. 

92. 
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3. E-commerce dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah dan 

informatif.  

4. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan 

cepat,mudah, aman, dan akurat. 4 

Sebagaimana dengan pasar lokal yang mempertemukan antara penjual dan 

pembeli, dalam pasar yang secara online juga terdapat toko-toko yang sifatnya 

online atau dikenal dengan online shop. Online shop merupakan proses 

pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual realtime, tanpa pelayan, dan 

melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli 

barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall. Perkembangan belanja 

melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia 

menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini 

dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Tokopedia, 

Bukalapak, Shopee hingga Lazada. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi 

wadah atau tempat para online shop untuk memasarkan produknya tanpa harus 

menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya 

secara langsung. 5  

 

                                                
4 Aan Handriani, Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online, 

Jurnal Pamulang Law Review Vol III No. 2, Edisi November 2020, hlm. 128, 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/0 , diakses  pada 8 November 22 

pukul 16:00 WIB. 
5 Kharisma Hidayah dan Aryani Witasari, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce), Jurnal Prosiding Konstelasi 

Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU), Edisi Januari 2022, hlm. 277, 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20466 , diakses pada 8 November 2022 

pukul 16:00 WIB. 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/0
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20466


  4 

 

Transaksi melalui internet juga berkembang dalam sistem bisnis virtual 

seperti toko virtual dan perusahaan virtual. Pengusaha menjalankan bisnis dan 

melalui media internet dan tidak lagi bergantung pada usaha bisnis tradisional 

yang nyata. Melihat fenomena tersebut, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang menjadi pendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang 

dan jasa yang diproduksinya untuk mencapai tujuan usahanya, maka 

perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting. Sebab, 

konsumenlah yang menanggung dampak itu.6 Berdagang melalui sistem 

elektronik yaitu internet menjanjikan banyak keuntungan namun juga banyak 

potensi kerugian.7  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah “suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa jual 

beli merupakan suatu bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh pelaku 

usaha dan penyerahan uang oleh konsumen kepada pelaku usaha.8 

Dalam transaksi online akan timbul resiko yang diakibatkan tidak adanya 

pertemuan selama proses transaksi dan tidak adanya perjanjian jual beli 

selayaknya transaksi pada umumnya. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya 

wanprestasi dari salah satu pihak baik itu penjual ataupun pembeli. Wanprestasi 

                                                
6 Sri Redjeki Hartono, 2010, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era 

Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, hlm. 33. 
7 Edmon Makarim, 2012, Pengantar Hukum Telematikan Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, hlm. 342. 
8 Wijaya Gunawan & Kartini Muljadi, 2014, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, hlm. 7. 
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itu bisa terjadi karena ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap 

pihak lainnya. Terjadinya wanprestasi yang diakibatkan dari transaksi online 

membuat pemerintah turut berperan dalam mengatasi permasalahan ini. 

Pemerintah menerbitkan pengaturan mengenai transaksi elektronik yang 

tertuang dalam UU ITE yang didalamnya berisi tentang perlindungan bagi 

mereka yang melakukan transaksi online dan diharapkan dapat mengurangi 

potensi penyalahgunaan teknologi dalam melakukan proses perdagangan. 

Dari pernyataan di atas kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan transaksi 

elektronik hak konsumen harus diperhatikan. Pada sebuah sistem perniagaan 

elektronik, terdapat empat komponen yang diperlukan dalam transaksi 

perniagaan elektronik, yakni store/marketplace, penjual dan pembeli, payment 

gateaway dan jasa pengiriman. Transaksi perniagaan elektronik terdapat pihak-

pihak yang menjadi subjek hukum dan memiliki hubungan hukum antara pelaku 

usaha atau penjual (toko online) dengan konsumen, serta ditambah dengan 

pihak penyedia jasa aplikasi belanja online.9 

Banyak sekali keuntungan dan manfaat yang bisa didapat dalam melakukan 

transaksi jual beli secara online diantaranya lebih murah, mudah, praktis, bisa 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, hemat biaya, hemat waktu, tidak perlu 

keluar rumah, cukup menunggu dirumah dan barang akan sampai.10 Tetapi 

dibalik keuntungan dan manfaat yang didapat dari transaksi jual beli online ini 

ada pula dampak negatif yang harus selalu diwaspadai terutama bagi para 

                                                
9 Firman Turmantara, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang: Setara Pres, hlm 32. 
10 Imam Sjahputra, 2002, Problematikan Hukum Internet Indonesia, Indonesia: PT Ikrar 

Mandiriabadi, hlm 51. 
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pembeli, mengingat dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli 

tidak saling bertatap muka. Hal ini membuat posisi pembeli sebagai konsumen 

menjadi lemah dan memberikan peluang besar bagi para penjual yang nakal 

untuk melakukan perbuatan curang yang bisa melanggar hak-hak konsumen dan 

menyebabkan kerugian terhadap pembeli. 

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru 

dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup 

pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang 

sangat efektivitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah 

masyarakat.11  

Terkait dengan hak konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 menyebutkan hak-hak 

konsumen salah satunya ialah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka kewajiban pelaku 

usaha harus memberikan informasi secara jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Pembeli sebagai konsumen memiliki 

hak-hak yang harus dipenuhi dan penjual selaku pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen sesuai isi perjanjian yang telah 

disepakati.  

Permasalahan mengenai wanprestasi juga menjadi suatu resiko bagi 

konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial ini, yaitu 

dimana apabila pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk 

                                                
11 Ibid, hlm 342. 
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mengirimkan barang kepada pihak pembeli setelah dilakukan pembayaran oleh 

pihak pembeli, maka akan muncul sebuah permasalahan mengenai bagaimana 

pertanggungjawaban pihak penjual atas hal tersebut, karena pihak penjual telah 

jelas secara nyata melakukan wanprestasi, dan selain itu, masalah lain seperti 

tidak adanya kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada 

pembeli juga merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan.12  

Beranjak dari berbagai permasalahan yang timbul tersebut, maka disini 

peran pemerintah menjadi sangat dibutuhkan, karena pemerintahlah yang 

berwenang untuk dapat mengeluarkan regulasi atau kebijakan untuk 

memberikan perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli 

melalui media sosial, sehingga dengan peran pemerintah ini nantinya konsumen 

pun akan merasa terlindungi haknya yang merupakan kewajiban dari pelaku 

usaha.  

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan media sosial yang digunakan 

adalah Instagram. Instagram pada dasarnya merupakan media sosial dalam 

bentuk sebuah aplikasi yang oleh penggunanya digunakan untuk membagikan 

foto dan video di akun yang dimilikinya. Instagram ini juga pada dasarnya 

masih merupakan bagian dari Facebook, sehingga pada Instagram ini sangat 

memungkinkan teman-teman yang ada di Facebook mengikuti akun Instagram 

yang juga memiliki akun Facebook. Selanjutnya, seiring dengan makin 

                                                
12 Setiawan, 2000, Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak, Jakarta: 

Rineka Cipta, hlm. 4.  
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populernya penggunaan Instagram, membuat banyak pelaku usaha 

mempromosikan produk-produknya melalui Instagram. 13 

Dalam kasus nyata menimpa Halimah Zalfa Nugraheni  yang mengalami 

kerugian sekitar Rp 39,9 juta. Korban awalnya tertarik dengan berbagai produk 

branded seperti baju, jaket, jam tangan, sepatu, parfum, celana panjang, kamera 

dan handphone yang ditawarkan melalui akun Instagram atas nama Natalia 

Cristiani. Korban menanyakan bagaimana ia bisa memesan barang-barang 

tersebut dari pelaku. Pelaku menjawab bahwa korban harus membayar terlebih 

dahulu agar barang tersebut bisa dikirim. Korban pun menyanggupi dan 

menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan nilai barang yang dipesan. 

Beberapa hari setelah transfer, korban menerima kiriman barang. Namun 

barang yang dikirim hanya baju, sepatu, parfum, jaket dan celana panjang. 

Sedangkan barang lain seperti jam tangan, handphone dan kamera masih belum 

dikirim. Barang yang belum dikirim pun adalah yang paling berharga. Korban 

berusaha menghubungi Natalia dan menanyakan tentang beberapa pengiriman. 

Saat dihubungi, Natalia seperti membuat alasan. Halimah merasa dirugikan oleh 

Natalia karena penipuan jual beli Instagram dan melaporkannya ke polisi.14 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk 

mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam, mengingat 

                                                
13 Melya Stephani, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui 

Media Sosial Instagram Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal 

Hukum Adigama Vol. III No. 1, Edisi Juli 2020, hlm. 124, 

https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/search/search, diakses pada 9 November 2022 pukul 

15:00 WIB 
14 Elpianur Achmad, Mahasiswi Di Blitar Tertipu Rp. 39 Juta Saat Belanja Lewat Instagram 

Begini Modusnya, 30 Maret 2018, hlm. 1. 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/03/30/mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-saat-

belanja-lewat-instagram-begini-modusnya, diakses pada 9 November 2022 pukul 16:00 WIB  

https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/search/search
https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/03/30/mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-saat-belanja-lewat-instagram-begini-modusnya
https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/03/30/mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-saat-belanja-lewat-instagram-begini-modusnya
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kejadian seperti ini sering terjadi dalam kasus jual beli online juga pihak 

Konsumen memiliki posisi yang lemah sehingga kemungkinan untuk terlanggar 

hak-haknya oleh pelaku usaha sangat besar. Maka penulis termotivasi untuk 

menyusun skripsi berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 

Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Instagram. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis perihal 

perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui instagram. 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang telah merugikan pihak 

konsumen dalam jual beli melalui Instagram? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

perjanjian jual beli melalui Instagram? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan diatas 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang 

telah merugikan pihak konsumen dalam jual beli melalui Instagram 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam perjanjian jual beli melalui Instagram  

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat penelitian 

yang dapat diperolah adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum 

perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami ilmu 

hukum khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menambah 

ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya 

mengenai perjanjian jual beli online. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas, agar 

penulis skripsi ini lebih terarah dan memghindari kemungkinan pembahasan 

yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, serta sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dibahas dan identifikasi masalah yang telah 

disebutkan, maka skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang bentuk 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui 

Instagram dan tanggung jawab pelaku usaha yang telah merugikan pihak 

konsumen dalam jual beli melalui Instagram. 

 



  11 

 

 

F. Kerangka Teori  

Di dalam pembahasan dan penjelasan penelitian di atas, penulis 

menggunakan kerangka teori untuk menjawab permasalahan dalam penulisan 

ini diantaranya adalah : 

1. Teori Perjanjian 

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah situasi di mana satu 

orang membuat janji kepada orang lain, atau dua orang atau lebih berjanji untuk 

melakukan sesuatu.15 Sedangkan menurut Van Dunne, perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian 

dengan akibat hukum.16 

Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat tertentu. Berdasarkan syarat-

syarat tersebut para pihak dapat melakukan perjanjian, karena hak dan 

kewajiban para pihak serta pelaksanaannya timbul dari syarat-syarat tersebut. 

Apabila semua faktor tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH 

Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, berarti perjanjian itu 

mensyaratkan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

                                                
15 Subekti R, 2014, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa , hlm. 1. 
16 Salim HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 

161. 
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang 

halal.  

1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan para pihak tentang subjek perjanjian. Apa yang satu pihak 

inginkan, pihak lain juga menginginkannya. Persetujuan atas kehendak itu 

bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan, pengendalian, atau penipuan. 

2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Orang yang tak cakap untuk membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum 

dewasa, orang yang bertindak sebagai wali dalam hal-hal yang ditentukan oleh 

hukum dan pada prinsipnya semua orang yang dilarang oleh hukum untuk 

mengadakan perjanjian. 

3). Suatu hal tertentu  

Termasuk pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang harus dipenuhi. 

Prestasi itu patut tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. 

4). Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal ini bukan bermaksud dalam arti mendorong orang 

mengadakan perjanjian, tetapi arti sebab isi perjanjian itu sendiri yang 

menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menegakkan hak dan 

memberikan bantuan untuk menenteramkan saksi dan/atau korban. 
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Perlindungan hukum bagi korban merupakan bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian ganti 

kerugian, kompensasi, tunjangan kesehatan dan bantuan hukum. 17 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk 

melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang 

diberikan oleh hukum. 18 Sedangkan Philipus M. Hadjon, yang menyatakan 

bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia 

dan pengakuan hak asasi manusia akibat persoalan hukum melalui ketentuan 

hukum yang kesewenangan.19 

Bagi konsumen, hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak konsumen 

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut. Ada dua 

macam upaya hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu: 20 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Dengan perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan 

akhir dari pemerintah diambil. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan atau 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting ketika negara memiliki 

kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong 

                                                
17 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm. 133. 
18 Satjipto Rahardjo, 2011, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54. 
19 Philipus M. Hadjon, 2016, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya : PT. Bina 

Ilmu, hlm. 2. 
20 Ibid, hlm. 20. 
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negara untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Tidak ada 

rezim perlindungan hukum preventif yang spesifik di Indonesia.  

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum yang bersifat menindas bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Proses perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum 

dan Pengadilan Administrasi Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan 

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan 

pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan menurut 

sejarah dari Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia bertujuan pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

suatu keadaan wajib menanggung segalanya, jadi harus memikul tanggung 

jawab dan menghadapi akibatnya.21 Hans Kelsen berpendapat bahwa teori 

tanggung jawab hukumnya menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab 

secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia mempunyai tanggung 

jawab hukum, subyek berarti ia bertanggung jawab. 22 

                                                
21 Zakky, Pengertian tanggung Jawab Menurut Para Ahli Dan Secara Umum, 17 Februari 

2020, hlm. 1. https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/ , diakses pada 4 

November 2022, pukul 16:00 WIB. 
22 Hans Kalsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung : PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm. 81. 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/
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Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) 

dibagi menjadi beberapa teori menurut Abdulkadir Muhammad yaitu: 23 

a. pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang disengaja 

(intertional tort liability), tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan tergugat akan menimbulkan 

kerugian.  

b. Tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian 

(negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan 

dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur 

c. pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan melawan hukum tanpa 

mempertanyakan kesalahan (strict liability), didasarkan atas perbuatannya yang 

disengaja maupun tidak disengaja. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai 

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan 

                                                
23 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 503. 
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permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.24 Dinamakan juga metode 

penelitian ini dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian 

perpustakaan.25 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Pendekatan- pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari pendekatan 

ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.26 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum, yang kemudian dipelajari sehingga ditemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan sesuai 

dengan permasalahan yang penulis angkat. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum   

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. 

                                                
24 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Edisi I, Cet. II, 

Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 294. 
25 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 

94.  
26 Ibid, hlm. 93.  
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Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-

sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada 

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:  

1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(UU PK); 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE); 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan-

bahan primer dan berguna untuk membantu menganalisis serta memahami data-

data primer, meliputi rencana peraturan perundang- undangan, hasil ilmiah para 

sarjana, dan hasil-hasil penelitian.27 

c. Bahan Hukum Tersier. 

                                                
27 Suratman dan Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, hlm. 

67.  
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Bahan hukum tersier adalah semua pertunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

KBBI, kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi ini.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: 

kajian literatur,28 atau kajian dokumen (documentary study) untuk 

mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang 

dikemukakan, dengan mengkaji buku, jurnal hukum, hasil penelitian serta 

dokumen undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif di 

Indonesia. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis materi penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum 

kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh, yang kemudian disusun 

secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas masalah 

yang dibahas. Analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang 

menyajikan data analisis deskriptif, yaitu dinyatakan tertulis atau lisan dari 

responden, serta perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara 

keseluruhan.29 

                                                
28 Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Serta Penelitian Hukum, Cetakan III, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm 81. 
29 Soerjono Soekanto, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo hlm. 12. 
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6.Teknik Penarikan Kesimpulan  

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, 

penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari 

pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.30 

 

                                                
30 Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 

31.  
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